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MOTTO
Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan

(Terjemahan Al-Quran Surah Al-Insyirah 94:6)

THESIS KEWAIJIBAN PEJABAT LELANG... MUTIARA FAJRIN



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum sehingga
dapat dihadiri oleh banyak orang termasuk melalui media elektronik dengan cara
penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau menurun dan/atau
dengan penawaran tertulis. Sebagai salah satu alternatif jual beli bukan tidak
mungkin jika lelang digunakan oleh pembeli atau pemenang lelang untuk
memiliki barang menggunakan uang dari hasil kejahatan. Misalnya saja pada
kasus Akil Mochtar yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan
ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang
menggunakan aliran dana korupsi untuk melakukan pembelian sepeda motor dan
mobil melalui lelang Negara. Penelitian ini memuat dua isu hukum yakni
pembebanan kewajiban pelaporan Pejabat Lelang Kelas II atas transaksi keuangan
yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan konsekuensi Pejabat
Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi
keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini
merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan dua
pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
Pendekatan Konseptual (Case Approach). Hasil dari penelitian ini diketahui
bahwa Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan yang
mencurigakan terkait TPPU tetap dibebani kewajiban pelaporan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor: 3/KN/2016
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Lelang Kelas
II. Sejak berlakunya Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa mengatur bahwa
Pejabat Lelang Kelas Il yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atas
transaksi keuangan yang mencurigakan terkait TPPU akan diberikan sanksi
administratif berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai
tindakan atau sanksi dan denda administratif sehingga perlu adanya kepatuhan
Pejabat Lelang Kelas II untuk melaksanakan PMPJ dan sinergi dari instansi terkait
untuk mengatur secara rinci terutama mengenai beneficial owner atau pemilik
manfaat PMPJ.

Kata Kunci : Pejabat Lelang Kelas 11, TPPU, PMPJ
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ABSTRACT

Auction is a sale of goods that is open to the public so that it can be attended
by many people, including through electronic media by means of verbal offers at
increasing or decreasing prices and/or by written offers. As an alternative to
buying and selling, it is not impossible if the auction is used by the buyer or winner
to own the goods using money from money laundering offences. For example, in
the case of Akil Mochtar, who is a former Chief Justice of the Constitutional Court
and was named a suspect by the Corruption Eradication Commission, who used
the flow of corruption funds to purchase motorbikes and cars through state
auctions. This study contains two objectives, namely to analyze the urgency of
Class Il Auction Officers being burdened with reporting obligations on suspicious
financial transactions related to money laundering crimes and the consequences
of Class 1I Auction Officers not carrying out reporting obligations on suspicious
financial transactions related to money laundering crimes. This research is a
normative research using two approaches, namely statutory approach and Case
approach. The results of this study are Class Il Auction Olfficers as reporting
parties for suspicious financial transactions related to money laundering offenses
using a rule based approach which makes reporting passive and only when
requested by PPATK. Since the entry into force the Regulation of the Head of
PPATK Number 2 of 2021 concerning Procedures for Reporting Suspicious
Transactions and Reports of Financial Transactions through the goAML
Application for Goods and/or Service Providers, it stipulates that Class Il Auction
Officers who do not carry out reporting obligations on suspicious financial
transactions related to TPPU will given administrative sanctions in the form of
written warnings, announcements to the public regarding actions or
administrative sanctions and fines so that Class I Auction Officer compliance is
required to carry out PMPJ and synergy from relevant agencies to regulate in
detail, especially regarding beneficial owners or beneficial owners of PMP.J.

Keywords: Class Il Auction Officer, TPPU, PMPJ
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